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SARI 

Dwi Rahmawati, Anis. 2016. Penanaman Keterampilan Kewarganegaraan 

Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMA Negeri 1 Gondang, Sragen. 

Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Drs. Sunarto, S.H., M.Si. 146 halaman. 

Kata kunci : Penanaman, Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills), 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) adalah keterampilan yang 

dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang 

diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam 

menghadapi masalah-masalah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

OSIS merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan, dilapangan keterampilan 

kewarganegaraan ini belum banyak dikembangkan, pengembangannya bisa 

dilakukan dimana-mana. Guna menunjang peranan pengurus OSIS maka 

pengurus OSIS perlu dibekali pengetahuan tentang keterampilan 

kewarganegaraan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1) Jenis 

keterampilan kewarganegaraan yang ditanamkan melalui OSIS di SMA Negeri I 

Gondang, Sragen 2) Strategi penanaman keterampilan kewarganegaraan dalam 

kegiatan OSIS di SMA Negeri I Gondang, Sragen 3) Kendala yang dihadapi 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam penanaman keterampilan 

kewarganegaraan di SMA Negeri I Gondang, Sragen. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu 

keterampilan kewarganegaraan yang ditanamkan melalui OSIS, cara 

penanamannya dan kendala yang dihadapi dalam penanaman keterampilan 

kewarganegaraan. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. 

Data dijaring dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 

diuji dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dengan 

interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jenis keterampilan 

kewarganegaraan yang ditanamkan melalui kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 

Gondang meliputi: a) menampilkan  semangat kebangsaan, nasionalisme, dan 

patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara b) 

menampilkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang 

berlaku c) menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari 

d) menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara e) menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan 

bermasyarakat, (2) strategi penanamannya melalui kegiatan: a) upacara bendera 

serta lomba-lomba untuk memeriahkan peringatan HUT RI b) razia HP dan razia 

atribut sekolah c) pemilihan ketua OSIS d) diklat yang dilakukan oleh OSIS SMA 

Negeri 1 Gondang e) kemah bakti sosial, donor darah dan persami (perkemahan 

sabtu minggu); (3) kendalanya meliputi masalah waktu dan pendanaan kurang 

memadai.  
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Saran yang diberikan penulis adalah: (1) Kepada pihak sekolah hendaknya 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dan melengkapi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan, seperti memperluas ruangan OSIS SMA Negeri 1 Gondang dan 

melengkapinya dengan komputer dan  printer untuk menunjang kinerja pengurus 

OSIS (2) Kepada pihak Pembina OSIS hendaknya melakukan perencanaan yang 

matang dalam setiap program kerja yang dilakukan oleh OSIS dan 

dimusyawarahkan supaya dapat mengkolaborasikan keterampilan 

kewarganegaraan dalam setiap program kerja yang dilakukan oleh OSIS sehingga 

10 indikator keterampilan kewarganegaraan tersebut dapat tertanamkan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 

Dwi Rahmawati, Anis. 2016. Planting Skills Citizenship Through Student 

Organization in SMA Negeri 1 Gondang, Sragen. Essay. Department of Politics 

and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Drs. 

Ngabiyanto, M.Si, Drs. Sunarto, SH, M.Sc. 146 pages. 

 

Keywords: Investment, Skills Citizenship (Civic Skills), Student 

Organization (OSIS) 

Skills citizenship (civic skills) are the skills developed from knowledge 

gained knowledge of citizenship in order to become something meaningful 

because it can be utilized in dealing with problems in the community, nation, and 

state. OSIS is one lane of student development, and is one system that serves as 

the lives of a group of students working together to achieve a common goal. To 

support the role of OSIS OSIS then need to be given knowledge about the skills of 

citizenship. The formulation of the issues raised are as follows: 1) type of 

citizenship skills any implanted through OSIS SMAN I GondangSragen 2) skills 

planting strategy citizenship in the activities of the student council at SMAN I 

GondangSragen 3) Obstacles encountered in planting skills OSIS citizenship at 

SMAN I Gondang, Sragen. 

This study uses a qualitative method. The focus of this research is 

embedded citizenship skills through OSIS, how planting and obstacles 

encountered in planting skills of citizenship (civic skills). Sources of data obtained 

from informants, events, and documents. Data captured by observation, 

interviews, and documentation. The validity of the data is tested by triangulation 

and source triangulation techniques. Interactive data analysis by step through data 

collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions / verification 

data. 

           The results showed that: (1) Type of skills of citizenship were implanted 

through OSIS SMAN 1 Gondang include: a) to show the spirit of nationalism, 

nationalism and patriotism in the life of society, nation, and state b) display the 

attitude in accordance with the provisions of laws or regulations applicable c) 

displays the behavior of a democratic culture in everyday life d) displaying an 

attitude of openness and fairness in national life e) displaying a positive attitude 

towards Pancasila in public life, (2) the strategy of planting through the following 

activities: a) a flag ceremony takes place every Monday and memorial national 

day such as national education day and the anniversary of independence as well as 

competitions to enliven the anniversary of RI b) HP raid and raid school attributes 

c) election of student council president recently with the principle 

LUBERJURDIL d) training conducted by OSIS SMA Negeri 1 Gondang e) social 

service camp, blood donation and Persami (camp Saturday week); (3) the 

constraints include issues of time, which is associated with the implementation of 

the council that sometimes does not correspond to a fixed schedule; funding is 

insufficient to support the implementation of student council activities and 
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facilities were incomplete and inadequate. 

         Advice given me are: (1) The school should improve the facilities and 

infrastructure and complementary facilities and infrastructure required, such as 

expanding the room OSIS SMA Negeri 1 Gondang and equipped with computers 

and printers to support the performance of OSIS (2) To the Trustees of the council 

should undertake careful planning program in any work done by the student 

council and discussed in order to collaborate in the citizenship skills in any work 

program carried out by the council so the 10 indicators that citizenship skills can 

planting well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah perlu mendidik muridnya untuk menjadi warga negara yang baik (good 

citizen) yang memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Tak hanya 

terbatas pada pembelajaran di dalam kelas saja tetapi juga di dalam Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS).  OSIS merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan, dan 

merupakan salah satu sistem yang berfungsi sebagai tempat kehidupan berkelompok 

siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Guna menunjang peranan 

pengurus OSIS maka setiap pengurus OSIS perlu dibekali tentang pengetahuan 

mengenai keterampilan kewarganegaraan (civic skills) untuk menjadi warga negara 

yang baik (good citizen). Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan 

komponen esensial kedua dari pendidikan kewarganegaraan (civic education). 

Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) adalah cara warga negara 

mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai 

anggota masyarakat yang berdaulat. 

Indikator yang mencerminkan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) yang 

tertuang dalam standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang harus 

dimiliki oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut: a) 

menampilkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b) menampilkankan sikap yang sesuai 
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dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku; c) menampilkan peran serta 

dalam upaya pemberantasan korupsi; d) menampilkan peran serta dalam upaya 

pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonresia; e) menampilkan 

sikap positif terhadap konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara; f) menampilkan 

peran serta dalam system politik di Indonesia; g) menampilkan peran serta budaya 

politik partisipan; h) menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan 

sehari-hari; i) menampilkankan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara; j) menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Tujuan dari dikenalkannya keterampilan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan 

seorang warga negara yang baik (good citizen). Chapin (1989: 126) menyatakan 

bahwa “good citizens in our local communities are those who perform acts of 

conserving public property, coming to the aid of someone in distress, and so on’’. 

Lebih lanjut Chapin menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan 

menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang partisipatorik, 

memahami tentang sistem pemerintahan dan cara kerjanya, peran warga negara, 

memahami hak dan kewajiban, dan membiasakan untuk membuat keputusan dengan 

pertimbangan yang baik. Sedangkan menurut Martorella (1994: 8) warga negara yang 

baik sebagai tujuan dari PKn adalah warga negara yang efektif (effective citizen), 

yaitu warga negara bersifat reflektif, cakap, dan memiliki kepedulian.  
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  Namun kenyataan/realita yang terjadi dengan para murid atau lebih 

khususnya para  pengurus OSIS saat ini adalah mereka kurang paham atau tidak 

mengetahui tentang pentingnya menerapkan indikator-indikator keterampilan 

kewarganegaraan tadi. Sehingga mereka akan bersikap semaunya sendiri tanpa 

memikirkan apakah itu pantas atau tidak untuk dilakukan. Kondisi itu terjadi karena 

kurangnya pengetahuan mereka tentang pentingnya keterampilan kewarganegaraan 

(civic skills) untuk menjadi seorang warga negara yang baik. 

  Melihat kondisi tersebut para peserta didik khususnya pengurus OSIS 

harus dibekali tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills) untuk menjadi seorang warga negara 

yang baik. Dengan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) tersebut akan 

terbentuk suatu karakter kewarganegaraan yang berisikan sifat-sifat yang melekat 

pada diri setiap warga negara dalam melakukan perannya sebagai warga negara. 

Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) tersebut bisa dibentuk sejak dini yaitu 

melalui peran mereka sebagai warga sekolah di sekolah supaya nantinya di dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mereka bisa melakukan 

peranannya dan bisa mempraktikkan hak-hak dan menunaikan kewajiban-

kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat (memiliki kekuasaan dan 

kewenangan). 

Melihat uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana 

proses penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills) melalui Organisasi 
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Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA Negeri I Gondang, Sragen. Untuk itu, peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul : Penanaman Keterampilan 

Kewarganegaraan (civic skills) melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di 

SMA  Negeri I Gondang, Sragen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Jenis keterampilan kewarganegaraan  (civic skills) apa saja yang 

ditanamkan melalui OSIS di SMA Negeri I Gondang, Sragen? 

2. Bagaimana strategi penanaman keterampilan kewarganegaraan  (civic 

skills) dalam kegiatan OSIS di SMAN I Gondang, Sragen? 

3. Apa kendala yang dihadapi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam 

penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di SMAN I 

Gondang, Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk mengetahui: 

1. Jenis keterampilan kewarganegaraan  (civic skills)  yang ditanamkan 

melalui OSIS di SMA Negeri I Gondang, Sragen; 

2. Strategi penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dalam 

kegiatan OSIS di SMA Negeri I Gondang, Sragen; 
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3. Kendala yang dihadapi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam 

penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di SMA Negeri I 

Gondang, Sragen. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan terhadap penanaman 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills). 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penanaman 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills) pada siswa, sebagai acuan guru dalam 

penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills) pada siswa. 

b. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan pertimbangan 

mengambil kebijakan dalam menumbuhkan  keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) pada siswa.  

E.  Batasan Istilah 
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Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam mengartikan dan 

menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan yang 

memperlajari dan mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu: 

1. Penanaman  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanaman adalah proses, cara, perbuatan 

menanam, menanami atau menanamkan (KBBI, 2008: 1392). Dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan penanaman adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah 

SMA Negeri 1 Gondang dalam menanamkan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) melalui organisasi siswa intrsa sekolah (OSIS) dengan tujuan untuk 

membentuk sikap yang sesuai dengan indikator keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) yang tertuang dalam standar isi mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan. 

2. Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) 

 Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) adalah keterampilan yang 

dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh 

menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi 

masalah-masalah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

 

3. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)  

   OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat Sekolah 

Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terplilh untuk menjadi 
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pengurus OSIS biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang 

dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu 

sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih 

calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Organisasi ini bersifat intra 

sekolah dan menjadi satu-satunya wadah yang menampung dan menyalurkan 

kurikulum tidak menjadi bagian dari organisasi lain di luar sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Negara dan Warga Negara 

a. Negara 

 Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari istilah staat 

(Belanda, Jerman), state (Inggris), etat (Perancis), lo stato (Italia) yang kesemuanya 

merupakan terjemahan dari kata status atau statum (Latin) yang berarti ‘‘menaruh 

dalam keadaan berdiri, membuat sendiri, menempatkan‘‘. Istilah status dalam bahasa 

Latin klasik merupakan istilah abstrak yang menunjukkan sifat-sifat yang tegak, tetap 

atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu. dari pengertian yang 

demikian muncul istilah-istilah lainnya seperti estate dalam arti real estate, estate 

dalam arti personal estate dan juga estate dalam arti dewan atau perwakilan golongan 

sosial. Dalam arti yang terakhir inilah kata status dalam abad VVI dikaitkan dengan 

negara. Dalam kaitan ini orang yang memperkenalkan pertama kali dalam 

kepustakaan politik adalah Nicolo Machiavelli (Italia) (Isjwara, 1982: 90) 

 Sejak kata negara, umum diterima sebagai pengertian yang menunjukkan 

organisasi teritorial sesuatu bangsa, sejak saat itu pula kata itu lazim ditafsirkan 

dalam berbagai-bagai arti. Setidaknya ada 5 (lima) penafsiran dan pemakaian istilah 

negara (Samidjo, 33) yaitu: 
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1. Negara ditafsirkan dan dipakai dalam arti penguasa. Jadi untuk 

mengatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan 

yang tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal 

dalam suatu wilayah; 

2. Istilah negara dipakai dalam arti persekutuan rakyat, jadi untuk 

menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, 

dibawah kekuasaan yang tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum 

yang sama; 

3. Perkataan negara diidentifikasikan dengan pemerintah, apabila 

kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, 

kemauan negara; 

4. Perkataan negara diidentifikasikan dengan sesuatu wilayah yang 

tertentu, dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan 

sesuatu daerah, dimana dalam sesuatu bangsa dibawah kekuasaan 

yang tertinggi; 

5. Negara diidentifikasikan dengan kas negara (fiscus), jadi untuk 

harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum. 

 Selain beragamnya penafsiran terhadap istilah negara, pengertian negara itu 

sendiri ternyata juga beragam. Beberapa pengertian tentang negara, yang disampaikan 

oleh sejumlah ahli berikut ini setidak-tidaknya menggambarkan keragaman tersebut. 

 Logeman, mengartikan negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang 

bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu 
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masyarakat. Organisasi itu suatu pertambatan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan 

kerja. 

 Harold J Laski menyatakan negara-negara itu adalah satu persekutuan manusia 

yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan, satu cara hidup yang tertentu. 

Negara sebagai sistem peraturan-peraturan hukum adalah satu parallelogram 

sementara dari kekuatan-kekuatan yang berubah-ubah bentuknya menurut sementara 

dari negara itu. 

 Soenarko mengatakan negara itu adalah organisasi masyarakat yang 

mempunyai daerah atau teritoir yang tertentu dimana kekuasaan negara berlaku 

sepenuhnya sebagai souverein (Lubis, 89: 1). 

 Dari beberapa pengertian negara, dapat dibedakan negara dalam arti formil dan 

dalam arti materiil. 

1. Negara dalam arti formil dimaksudkan negara ditinjau dari 

aspek kekuasaan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan 

suatu pemerintah pusat. Pemerintah menjelmakan aspek formil 

dari negara. Karakteristik dari negara formil adalah wewenang 

pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. 

Negara dalam arti formil adalah negara sebagai pemerintah 

(staat-overheid) 

2. Negara dalam arti materiil adalah negara sebagai masyarakat 

(staat-gemenschaap), negara sebagai persekutuan hidup. 
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Negara dalam arti materiil hanyalah salah satu diantara sekian 

banyak bentuk pengelompokan sosial. 

 Negara adalah alat dari sesuatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk 

mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, disamping itu juga 

menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang timbul oleh karena adanya hubungan-

hubungan tersebut dalam masyarakat. Pengertian diatas lebih menekankan pada 

keberadaan negara sebagai organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan 

masyarakat. Pengertian yang lain bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang 

menempati wilayah (teritorial) tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang 

berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang memiliki 

kekuasaan tertimggi, yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. 

 Manusia dalam melaksanakan kehidupan bersama mereka dalam masyarakat itu 

di samping mempunyai sifat kerjasama yang baik, saling membantu dalam berbagai 

kesukaran yang mereka hadapi, juga mempunyai sifat persaingan yang penuh 

pertentangan diantara mereka. Negara merupakan suatu organisasi yang dalam 

wilayah tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua 

kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai 

dimanakah kekuasaan itu dapat digunakan oleh negara sendiri. Jadi negara dapat 

membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduk negara ke arah tujuan bersama 

mereka. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai tugas 

penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul 
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dalam masyarakat yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. 

Di samping itu negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan 

mengintegrasikan aktivitas-aktivitas individu orang-perseorangan dan golongan agar 

dapat dicapai tujuan-tujuan masyarakat seluruhnya seperti apa yang mereka cita-

citakan. 

 Negara sebagai organisasi dalam masyarakat memiliki sifat-sifat tertentu yang 

tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Sifat-sifat itu adalah memaksa, monopoli, dan 

mencakup semua. 

 Memaksa, dalam arti bahwa negara dapat memaksakan segala aturan yang 

ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang yang ada di negara itu. Begitu aturan 

dibuat, setiap orang harus tunduk pada aturan tersebut. Tanpa memiliki sifat semacam 

itu negara tidak dapat mempertahankan keberadaannya, karena setiap orang 

didalamnya akan bertindak menurut keinginan masing-masing, tanpa adanya kaidah 

yang mengaturnya. 

 Monopoli, dalam arti bahwa negara sebagai penyelenggara kepentingan umum 

memiliki hak monopoli dalam penentuan tujuan negara yang bersangkutan, dengan 

konsekuensi bahwa negara berhak melarang berkembangnya aliran/faham yang 

dianggap menganggu pencapaian tujuan negara. Begitu juga monopoli pengelolaan 

kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta monopoli 

pengelolaan sarana kekerasan bagi kepentingan negara, seperti misalnya sistem 

persenjataan. 
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 Mencakup semua, dalam arti bahwa kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang 

yang ada diwilayah negara itu tanpa kecuali. Tidak ada seseorang di wilayah suatu 

negara yang dapat mengecualikan dirinya dari jangkauan kekuasaan negara yang 

bersangkutan. 

 Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur pokok sebagai 

syarat. Unsur-unsur esensial negara yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang 

berdaulat. 

b. Warga Negara 

 Ditinjau dari status kewarganegaraannya, keberadaan orang-orang dalam 

wilayah suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) orang yang 

berstatus sebagai warga negara, dan 2) orang yang berstatus sebagai orang asing. 

 Warga negara adalah anggota negara, yaitu anggota dari suatu organisasi 

kekuasaan yang dinamai negara. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk 

menyebut warga negara adalah citizen, national, subject, onderdaan, atau kaula. 

Warga negara adalah salah satu tiang dari negara, disamping dua tiang lainnya yaitu 

wilayah dan pemerintah negara. Karena warga negara merupakan salah satu tiang 

atau soko guru negara maka kedudukan dari warga negara itu sangatlah penting 

dalam suatu negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai 

kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan 

kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara adalah orang 

yang menurut ketentuan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
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tertentu terhadap negaranya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok warga negara 

biasanya tertuang dalam konstitusi negara. 

 Dilihat dari fungsinya, status warga negara dapat dibedakan ke dalam 2 

dimensi, yaitu dimensi aktif dan dimensi pasif. Dalam dimensi aktif, warga negara 

(hanya sebagian) terlibat dalam perumusan dan penetapan peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan kepada warga negara. Dalam dimensi pasif, semua 

warga negara adalah pendukung hukum, yang terkena oleh hukum negara. Fungsi 

warga negara yang demikian itu oleh Djojodiguno diungkapkan dengan istilah Sang 

Nata ngiras kawula, dan selaku kawula ngiras Sang Nata. 

 Disamping warga negara ada istilah lain yang dekat pengertiannya dengan 

istilah warga negara yaitu kata bangsa dan penduduk: 

a) Bangsa 

 Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari benua Eropa. Pada 

akhir abad XIX, di Benua Eropa timbul berbagai gerakan kebangsaan. Gerakan-

gerakan perjuangan ini merupakan ancaman terhadap pemerintahan kerajaan yang 

saat itu menguasai bangsa-bangsa yang bersangkutan dan akhirnya gerakan-gerakan 

perjuangan tersebut mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa (seperti 

kerajaan Austria, Hongaria, Kerajaan Turki dan Perancis), terpecah-pecah menjadi 

negara-negara merdeka yang lebih kecil. 

 Kerajaan-kerajaan tersebut pecah menjadi negara-negara yang kecil atas dasar 

asas kebangsaan. Dengan banyaknya gerakan-gerakan kebangsaan di Eropa saat itu 



15 
 

 

dan atas keberhasilan mereka menjadi negara kecil yang merdeka mempunyai 

pengaruh besar pada kehidupan politik di Eropa, termasuk juga daerah lain di dunia. 

 Pengertian bangsa dapat dikaji dari sudut etnik, politik, dan hukum. Ditinjau 

dari sudut etnik, bangsa adalah sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena 

ciri-ciri fisik tertentu yang diturunkan seperti persamaan keturunan, bahasa, 

kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi dan yakin bahwa mereka adalah satu dan 

berbeda dari orang lain. Dari pengertian ini maka dapat dikatakan unsur penting 

dalam bangsa secara etnik terletak pada kesamaan hal-hal yang diturunkan dan juga 

lingkungan asli dimana mereka hidup. Apabila hal ini yang dijadikan ukuran maka, 

bangsa dalam arti etnik ini dalam kenyataannya bisa terjadi bahwa pada satu negara 

terdiri dari satu atau beberapa bangsa, dan satu bangsa dapat terpisah-pisah dalam 

beberapa negara. Amerika serikat misalnya, adalah negara yang terdiri dari beragam 

bangsa dalam arti etnik. Sebaliknya, bangsa Arab tidak semuanya hidup dalam negara 

Saudi Arabia, tetapi juga hidup menegara di Uni Emirat Arab, dan negara-negara 

Timur Tengah lainnya. 

 Untuk memahami pengertian bangsa dari sudut politik, bisa dilihat dari 

pendapat beberapa ahli sebagaimana tersebut dibawah ini. 

a. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbone. 

Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri 

dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama 

lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, ia adalah suatu 

kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan 



16 
 

 

pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-

orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Bangsa 

mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa 

kini melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan, 

keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup 

bersama. Oleh sebab itu suatu bangsa tidak tergantung pada 

kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-

hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu bangsa adalah 

seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari 

(Bachtiar, 1987 : 23). 

b. Ben Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut 

pengamatannya, bangsa merupakan komuitas politik yang 

dibayangkan (Imagined Political Community) dalam wilayah yang 

jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik 

yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para 

anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara 

terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang 

penduduknya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. 

Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu 

negara mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa 

tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang 

dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan, para anggota 
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bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara 

sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang 

menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas 

yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992 : 42) 

 Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional 

digambarkan sebagai proses pengembangan imaginasi di kalangan anggota 

masyarakat tentang komunitas mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah 

berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah 

bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia 

itu.  

c.  Otto Bauer  mengemukakan bangsa adalah suatu satu persatuan 

perangai yang timbul karena persatuan nasib. Perumusan kedua 

ahli tersebut (Ernest Renan dan Otto Bauer) biasanya dilukiskan 

sebagai perumusan yang klasik. Bung Karno mempunyai 

pemahaman yang relatif baru dari pada keduanya. Berkat analisis 

geopolitiknya, ia menekankan persatuan antara orang dengan tanah 

air sebagai syarat bangsa. 

d. Moh. Hatta ditentukan oleh keinsyafan, sebagai suatu persekutuan 

yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas 

persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar 

oleh karena sama seperuntungan, malang sama diderita, mujur 

sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, 
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pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang 

tertanam dalam hati dan otak (Sutrisno, 1983 : 83). 

 Berbeda dari bangsa yang dilihat dari sudut hukum, adalah ikatan antara negara 

dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan pengertian bahwa 

orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi negara yang 

bersangkutan atau secara hukum warga dari negara yang bersangkutan pengertian 

baik secara etnik dan politik. Sebagai warga atau anggota negara, bangsa dalam arti 

hukum ini mempunyai hak tertentu yang sering disebut dengan istilah Privilege. 

Privelege ini muncul sebagai akibat dari keanggotannya tadi, dan karena itu bangsa 

dalam arti hukum ini dipandang sebagai subjek dalam kehidupan negara. 

 Dengan demikian pengertian bangsa kiranya mengandung intisari adanya 

elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-

sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan serta semuanya itu yang 

dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat 

lahiriah, melainkan bercorak rohaniah, yang adanya 

hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenanggungan dan 

kemauann membentuk kolektivitas. 

b) Penduduk 

 Untuk memperoleh pengertian tentang penduduk, terlebih dahulu perlu ditinjau 

keberadaan orang-orang di dalam wilayah suatu negara. Secara umum, orang-orang 

yang berada di dalam wilayah suatu negara ditinjau dari status kependudukannya 
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dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu (1) orang yang berstatus penduduk, dan 

(2) orang yang berstatus bukan penduduk. 

 Orang yang berstatus penduduk adalah orang yang telah resmi memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan olej peraturan negara, diperkenankan 

mempunyai tempat tinggal pokok dalam wilayah negara yang bersangkutan. Orang 

yang berstatus bukan penduduk adalah orang yang berada di dalam wilayah suatu 

negara hanya untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal tetap di 

wilayah negara tersebut. Seorang wisatawan mancanegara yang berkunjung untuk 

berwisata misalnya, termasuk kategori bukan penduduk. Berdasar uraian ini tampak 

jelas bahwa kehendak dan kenyataan untuk menetap merupakan unsur penting yang 

membedakan penduduk dan bukan penduduk.  

 Penduduk terdiri dari warga negara republik Indonesia (WNRI) dan warga 

negara asing (WNA). Warga Negara Republik Indonesia, terbagi lagi menjadi WNRI 

asli dan WNRI tidak asli, sedangkan warga negara asing terbagi lagi menjadi warga 

negara asing penduduk dan warga negara asing bukan penduduk (penduduk 

sementara orang asing) 

 Secara umum, penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang 

bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu 

(pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera). Berdasar pengertian tersebut, 

dengan menunjuk negara Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa penduduk 
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Indonesia ialah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia  maupun warga 

negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

 Terkait dengan persoalan penduduk ini, dikenal juga istilah penduduk orang 

asing, penduduk sementara orang asing, penduduk desa/kelurahan, penduduk 

sementara di desa/kelurahan, keluarga, kepala keluarga, dan anggota keluarga. 

 Penduduk orang asing ialah orang asing yang telah menetap dalam wilayah 

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penduduk 

sementara orang asing adalah orang asing berdiam sementara dalam wilayah 

Republik Indonesia. Penduduk Desa/Kelurahan ialah setiap orang baik warga negara 

Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah 

Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut penduduk. Penduduk sementara di 

desa/kelurahan ialah orang yang berdiam sementara dalam wilayah desa/kelurahan 

untuk jangka waktu tidak lebih dari 100 hari, yang selanjutnya disebut penduduk 

sementara. Keluarga ialah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh 

bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur atau seseorang 

yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluan hidupnya 

sendiri. Yang dimaksud keluarga disini tidak terbatas pada orang-orang yang 

mempunyai hubungan darah saja. Dengan demikian istilah keluarga ada kalanya 

disebut suatu rumah tangga. Kepala keluarga, ialah: (a) orang lelaki kawin atau tidak, 

juga bertempat tinggal dengan perempuan dan atau dengan anak-anak, (b) orang 

perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang 
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bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya 

sendiri yang sudah dewasa, (c) orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri, (d) 

kepala kesatrian, asrama, rumah paitu, dan lain-lain perumahan, dimana beberapa 

orang bertempat tinggal bersama-sama, (e) orang yang menjadi atau dianggap 

menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya, dan (f) kuasa dari orang yang 

kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan 

pengadilan. Anggota keluarga, ialah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga 

yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. 

 Untuk menjadi penduduk Indonesia, tentu harus dipenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara. Di dalam peraturan-

peraturan tersebut tercakup didalamnya adalah hak-hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh penduduk suatu negara. Untuk dapat menjadi penduduk Indonesia misalnya, 

maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

 Semua yang berstatus penduduk Indonesia, harus melakukan kewajiban-

kewajiban penduduk Indonesia. Kewajiban-kewajiban itu antara lain: (1) setiap 

penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah 

daerah setempat; (2) setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal melaporkan 

kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat yang lama dengan minta Surat Keterangan 

Pindah dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari harus melaporkan 

kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat yang baru dengan menyampaikan Surat 

Keterangan Pindah tersebut. Perpindahan penduduk diatur sebagai berikut: 



22 
 

 

a) Perpindahan antar desa/kelurahan dalam suatu kecamatan, 

dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Kepala 

Desa/Kelurahan tempat tinggal lama. 

b) Perpindahan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, 

dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Camat tempat 

tinggal lama. 

c) Perpindahan antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, 

dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota 

tempat tinggal lama. 

d) Perpindahan antar provinsi dilakukan dengan surat keterangan 

pindah dari Gubernur tempat tinggal lama. 

e) Dengan pertimbangan agar menjadi lebih praktis, maka pemberian 

Surat Keterangan Pindah bagi WNI yang menjadi wewenang 

Gubernur dan Bupati dilimpahkan kepada Camat, maka Surat 

Keterangan Pindah tersebut ditandatangani oleh Camat. 

f) Perpindahan penduduk antar propinsi maupun antar kabupaten 

bagi WNA tetap berpedoman kepada Peraturan MENDAGRI 

Nomor 8 tahun 1977 tanggal 10 Desember 1977, yaitu dilakukan 

oleh gubernur. 

1) Apabila telah berusia 17 tahun atau telah kawin, atau pernah 

kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti 
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diri atau legitimasi dari setiap penduduk dengan jangka waktu 

tertentu. 

2) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. 

3) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang 

terjadi kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan membawa Kartu 

Keluarganya untuk diadakan perubahan. 

4) Kewajiban melaporkan tersebut berlaku bagi anggota keluarga 

apalagi kepala keluarga berhalangan. 

5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

setiap perubahan yang terjadi atas kepala keluarga dan anggota 

keluarganya telah dilaporkan dan dicatat dalam kartu keluarga. 

6) Bagi penduduk wajib memiliki Nomor Pokok Penduduk. 

7) Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Pokok Penduduk 

dapat mengajukan permohonan di desa/kelurahan dengan 

mengisi formulir isian data penduduk, seperti halnya apabila 

mengajukan permohonan KTP. 

8) Penduduk yang bepergian dan akan bertempat tinggal 

sementara di wilayah desa/kelurahan lain, misalnya boro, harus 

minta surat keterangan bepergian dari kepala desa/kelurahan 

tempat tinggal asal dan segera melaporkan kepada kepala 

desa/kelurahan di tempat tinggal yang baru. 
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9) Apabila masih akan bertempat tinggal lagi di desa/kelurahan 

tersebut, harus memperbaharui lagi surat keterangan bepergian 

dari kepala desa/kelurahan tempat tinggal asal dan melapor lagi 

kepada kepala desa/kelurahan tempat tinggal baru. Surat 

keterangan bepergian tersebut berlaku paling lama 100 hari. 

10) Setiap penduduk sementara orang asing, wajib mendaftarkan 

diri kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukkann 

dokumen-dokumen yang dimiliki (Paspor, KIM/S, STMD, dan 

sebagainya), untuk memiliki surat keterangan pendaftaran yang 

selanjutnya melapor kepada kepala desa/kelurahan setempat 

dan camat. 

11) Bagi pendatang baru WNA/Orang Asing, dari daerah lain 

sebelum melapor diri untuk mendapatkan surat ijin untuk 

menetap dari kantor kabupaten/kota, supaya menunjukkan: (a) 

surat keterangan pindah dari daerah asal, (b) dokumen migrasi 

yang dimilik, (c) surat keterangan ijin tenaga kerjadari 

DENAKERTRANS, (d) STMD dari kepolisian daerah asal, (e) 

surat fiskal pajak orang asing, (f) surat-surat kependudukan 

lainnya, seperti KTP atau KK. 

12) Bagi penduduk yang KTP nya rusak atau hilang, wajib minta 

ganti yang baru, setelah ada surat tanda lapor hilang dari 

kepolisian. 
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13) Bagi penduduk yang KTP nya telah habis masa berlakunya, 

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

sejak masa berlakunya habis, wajib mengajukan permohonan 

untuk memperoleh KTP yang baru. 

 

2. Pentingnya kedudukan Warga Negara 

 Perbedaan hak dan kewajiban antara warganegara dan bukan warganegara 

(orang asing) telah mebuktikan bahwa status kewarganegaraan seseorang sangatlah 

penting dan menentukan. Pentingnya kedudukan warga negara itu dapat dilihat dari 

perspektif hukum perdata internasional dan hukum publik. 

 Dalam hukum perdata internasional dikenal asas ’‘nationaliteits principe‘‘ 

(asas kewarganegaran). Menurut asas ini, hukum seseorang warganegara mengenai 

‘‘status, hak-hak, dan kewenangannya‘‘ tetap melekat padanya dimanapun ia berada. 

Ini berarti apabila yang bersangkutan merantau ke luar negeri maka hukum yang 

berlaku baginya tetap hukum nasionalnya. Misalnya Anda ke luar negeri dan di sana 

ada peristiwa hukum, maka hukum yang berlaku terhadap Anda adalah hukum 

Indonesia. 

 Umumnya yang termasuk dalam status, hak-hak, dan kewenangannya tersebut 

ialah hukum yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, seperti: hubungan anak 

dengan orang tua, kedudukan anak dibawah umur, perwalian, izin menikah, dan 

kedudukan dalam perkawinan. Contohnya, seorang warganegara Indonesia yang 
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melangsungkan pernikahan di Malaysia, maka tetap diberlakukan hukum perkawinan 

Indonesia. 

 Namun demikian, tidak semua negara menganut asas kewarganegaraan. Ada 

negara yang menganut asas domisili (domicilie begensif). Menurut asas domisili 

semua orang yang berada di negara yang bersangkutan akan dikenakan hukum yang 

berlaku di negara tersebut. Negara RI menganut asas kewarganegaraan. 

 Dilihat dari perspektif hukum publik, hubungan antara negara dan perorangan 

lebih memperjelas pentingnya kedudukan warga negara. Seorang yang berstatus 

warganegara dengan seseorang yang berstatus warga asing membawa konsekuensi 

yang sangat nyata dan besar dalam kehidupan publik. Misalnya, bagi orang asing 

tidak boleh ikut campur dalam politik dalam negeri, perlu dilakukan pengawasan, jika 

perlu diusir, pembatasan dalam usaha di bidang ekonomi, dan sebagainya. Kesemua 

itu tidak diberlakukan terhadap warganegara. 

 

3. Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) 

 Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) adalah keterampilan yang 

dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh 

menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi 

masalah-masalah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 Kecakapan-kecakapam intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan 

namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kecakapan berpikir kritis tentang isu 

politik tertentu, misalnya, seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu, 
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sejarahnya, relevansinyadi masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau 

pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan 

intelektual yang penting untuk seorang warga yang berpengetahuan, efektif, dan 

bertanggung jawab, disebut kemampuan berpikir kritis. The national Standards of 

Civic and Goverment and The Civic Framework for 1998 National Assesment of 

Educational Progress (NAEP) membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini 

adalah idenfying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking, 

and defending positions on public issues. Civic Education yang bermutu 

memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti 

pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, 

monumen nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan seperti hari 

kemerdekaan. Civic Education juga memberdayakan seseorang untuk memberi 

makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal 

bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, civil society dan 

konstitusionalisme. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol-simbol 

emosional juga sangat penting bagi seorang warga negara. Mereka harus mampu 

menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki dari bahasa dan simbol-simbol 

emosional yang digunakan.  

 Kecakapan intelektual lain dipupuk oleh Civic Education yang bermutu adalah 

kemampuan mendiskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan 

proses-proses seperti sistem checks and ballances dan judicial review menunjukkan 

adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-
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kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, 

atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan 

peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama. 

 Civic education yang bermutu berusaha mengembangkan kompetensi dalam 

menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan bagaimana 

sesuatu berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensiil, sistem checks and 

ballances, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih 

untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga 

perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-

komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan 

lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisis ini akan memungkinkan 

seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dan tujuan. 

Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam 

tanggung jawab seperti misalnya antara tanggung jawab publik dan privat, atau antara 

tanggung jawab para pejabat, baik yang dipilih atau diangkat, dengan warga negara 

biasa. 

 Dalam masyarakat yang otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. 

Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan, 

mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat 

penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan 

mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.  
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 Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan 

untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-

kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, 

dalam proses politik dan dalam civil society. Kecakapan-kecakapan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai interaksi, memonitor, dan mempengaruhi. 

 Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam 

berkomunikasi dan bekerja sama dengan oeang lain. Berinteraksi adalah tanggap 

terhadap warga negara lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab dan berunding 

dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik 

dengan cara yang damai dan jujur. 

 Memonitor sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan 

yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan 

baik proses-proses formal maupun informasi dalam masyarakat. 

 Adalah sangat penting untuk membangun kecakapan partisipatoris sejak awal 

sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat 

belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka 

mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana tindakan 

sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak 

dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui 

mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Murid-murid yang lebih senior dapat 

dan seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan 

mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-
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isu publik dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik, perpustakaan, 

telepon, kontak personal dan media. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik mulai 

dari tingkat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), komite sekolah, dewan 

pendidikan, dan dengar pendapat dengan anggota legislatif, sebaiknya juga menjadi 

bagian pengalaman pendidikan siswa tingkat menengah atas. 

 Observasi ke pengadilan dan mempelajari tatakerja sistem peninjauan ulang 

hukum (judicial review) juga hendaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kegiatan civic education mereka. Kendati demikain, pengalaman itu sendiri tidaklah 

memadai, murid-murid tidak hanya perlu disiapkan untuk pengalaman-pengalaman 

seperti itu, yang mereka butuhkan adalah peluang-peluang yang terencana dan 

terstruktur dengan baik agar dapat merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka 

tadi di bawah bimbingan para pembina yang cakap dan pandai. 

 Jika menghendaki agar warga negara dapat mempengaruhi jalannya kehidupan 

politik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam 

kecakapan-kecakapan partisipatoris itu. Voting tentu merupakan alat yang penting 

dalam rangka mempengaruhi, tetapi ia bukanlah merupakan satu-satunya cara. Warga 

negara perlu belajar menggunakan cara-cara lain. 

 Selain voting, cara lain yang dapat dipergunakan warga negara untuk 

mempengaruhi jalannya kehidupan politik adalah mengajukan petisi, berpidato, atau 

menunjukkan kebolehan di depan anggota-anggota badan publik, bergabung dengan 

kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. 

 



31 
 

 

4. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

1) Pengertian Organisasi 

 Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil 

yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi 

merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi 

mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. (Veithzal Riyai dan Deddy 

Mulyadi: 2003: 169). 

 Pengertian yang lain diungkap oleh A. Aziz Wahab (2008; 16) menyatakan 

bahwa organisasi adalah merupakan sebuah proses terstruktur dalam mana individu 

berinteraksi untuk berbagai tujuan. 

 Dari beberapa definisi yang diungkap oleh para ahli di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang memiliki 

kesamaan dalam mencapai tujuan yang sama dan telah ditetapkan secara bersama-

sama. Kemudian dalam sebuah organisasi untuk mencapai kelancaran terhadap 

jalannya suatu organisasi maka diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan 

juga didukung dengan suatu interaksi yang baik.  

2) Pengertian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 Dalam Pasal 4 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan 

kesiswaan juga dijelaskan sebagai berikut: 

a. Organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi 

siswa intra sekolah. 
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b. Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada 

hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di 

sekolah lain. 

c. Organisasi siswa intra sekolah pada SMP, SMPLB, SMA, 

SMALB dan SMK adalah OSIS. 

d. Organisasi siswa intra sekolah pada TK, TKLB, dan SDLB 

adalah organisasi kelas. 

 Dalam majalah MOS Media Pelajar edisi 371/Tahun XXXI/Juli/2013 di 

jelaskan bahwa: 

 OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat Sekolah Menengah yaitu 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus 

dan dikelola oleh murid-murid yang terplilh untuk menjadi pengurus OSIS biasanya 

organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak 

sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat 

OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk 

kemudian menjadi pengurus OSIS. Organisasi ini bersifat intra sekolah dan menjadi 

satu-satunya wadah yang menampung dan menyalurkan kurikulum tidak menjdai 

bagian dari oranisasi lain di luar sekolah.  

 Dari beberapa definisi tentang OSIS diatas dapat disimpulkan bahwa OSIS 

merupakan sebuah organisasi yang berada di dalam limgkup sekolah menengah yang 

berfungsi sebagai wadah bagi siswa yang ingin belajar berorganisasi untuk 
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mengembangkan potensi, minat dan bakatnya dengan didampingi oleh pembina 

OSIS. 

3) Prinsip Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 OSIS sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler memiliki prinsip sebagai 

berikut: 

a. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing. 

b. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 

dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta 

didik. 

c. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

d. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam 

suasana yang disukai dan menggembirakan peserta didik. 

e. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik 

dan berhasil. 

f. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilaksnakan ubtuk kepentingan masyarakat (Mamat 

Supriatna, 2010 : 2) 

4) Fungsi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

OSIS sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi sebagai berikut: 
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a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik 

sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. 

b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial 

peserta didik 

c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan 

menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 

perkembangan. 

d. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik (Mamat 

Supriatna, 2010: 1). 

 Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa OSIS sebagai bagian dari 

kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengembangkan 

peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. OSIS juga 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan penuh 

tanggungjawab. Selain itu OSIS juga berfungsi untuk menciptakan suasana yang 

menggembirakan untuk mendukung proses perkembangan dan persiapan karir di 

masa depan. 

5. Tujuan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
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 OSIS merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pembinaan kesiswaan. 

Tujuan pembinaan kesiswaam ini tercantum dalam pasal 1 Permendiknas RI Nomor 

38 Tahun 2008 tentang pembinaan Kesiswaan yaitu: 

 Tujuan pembinaan kesiswaan yaitu: 

a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu meliputi 

bakat, minat, dan kreatifitas 

b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha 

dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan 

c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan 

sesuai bakat dan minat 

d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat berakhlak mulia, 

demokratis, dan menghormati hak-hak manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani (civil society) 

   Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari kegiatan 

OSIS adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar kepribadian 

siswa yang baik dapat terwujud sehingga terhindar dari pengaruh negatif sehingga 

siswa siap untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu OSIS juga bertujuan 

untuk meningkatkan ketahanan sekolah sehingga tidak mudah terkena pengaruh 

negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

6. Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 



36 
 

 

  Sebagai salah satu upaya pembinaan kesiswaan, OSIS memiliki peranan 

sebagai berikut: 

a. Sebagai Wadah OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa 

di sekolah. Oleh sebab itu, OSIS dalam mewujudkan fungsinya 

sebagai wadah harus melakukan upaya- upaya bersama-sama dengan 

jalur yang lain, misalnya latihan kepemimpinan siswa yang bersifat 

ekstrakurikuler. Tanpa saling bekerja sama dengan upaya- upaya lain, 

peranan OSIS sebagai wadah kegiatan kegiatan siswa tidak akan 

berlangsung. 

b. Sebagai Penggerak Motivator adalah perangsang yang menyebabkan 

lahirnya keinginan, semangat partisipasi untuk berbuat, dan pendorong 

kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai 

penggerak apabila para pembina dan pengurus mampu membawa 

OSIS selalu memenuhi kebutuhan  yang diharapkan, yaitu menghadapi 

perubahan, memiliki daya terhadap ancaman, memanfaatkan peluang 

dan perubahan, dan yang terpenting adalah memberikan kepuasan 

kepada anggota. Dengan kata lain manajemen OSIS mampu 

memainkan fungsi inteleknya, yaitu kemampuan para pembina dan 

pengurus dalam mempertahankan dan meningkatkan keberadaan OSIS 

baik secara internal maupun eksternal. Apabila OSIS dapat berfungsi 

demikian, maka sekaligus OSIS berhasil menampilkan peranan 

sebagai motivator 
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c. Peranan yang bersifat preventif Apabila peran yang bersifat intelek 

dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya 

yang ada dan secara eksternal mampu beradaptasi dengan lingkungan 

seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan 

sebagainya. Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil 

mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam 

maupun dari luar. Peranan preventif OSIS akan terwujud apabila 

peranan OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan 

(Mamat Supriatna, 2010: 18). 

 Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peranan OSIS sebagai wadah 

bagi siswa untuk  bekerja sama dalam organisasi. Selanjutnya sebagai penggerak atau 

motivator, OSIS akan berperan sebagai penggerak apabila pembina dan pengurus 

OSIS mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran dan terjadinya ancaman baik 

yang datang dari dalam maupun dari luar sekolah. 

7. Peranan Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 OSIS merupakan bagian dari kegiatan pegembangann diri. Menurut Masitoh 

halaman: 19 menyatakan bahwa ‘‘pengembangan diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau 

dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler‘‘. 
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 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pembina OSIS berperan sebagai 

pembimbing untuk memfasilitasi pengurus OSIS sesuai potensi, minat, dan bakatnya 

serta membimbing dalam menjalankan kegiatan OSIS. 

8. Karakter dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 Sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 OSIS sebagai 

organisasi kesiswaan adalah untuk memantapkan dan mengembangkan peran siswa di 

dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. OSIS merupakan bagian dari 

kegiatan pembinaan kesiswaan yaitu pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, 

pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam  konteks 

masyarakat plural. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kegiatan OSIS adalah 

percaya diri, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, menepati janji, 

berinisiatif, disiplin, visioner, pengabdian/dedikatif, bersemangat dan demokratis 

(Mamat Supriatna, 2010:10) 

9. Struktur Organisasi  

 Pada umumnya struktur dalam OSIS adalah sebagai berikut: 

a. Ketua Pembina (biasanya Kepala Sekolah) 

b. Wakil Ketua Pembina (biasanya wakil kepala sekolah) 

c. Pembina (biasanya guru yang ditunjuk oleh sekolah) 

d. Ketua Umum 

e. Wakil Ketua I 

f. Wakil Ketua II 

g. Sekretaris Umum 
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h. Sekretaris I 

i. Sekretaris II 

j. Bendahara 

k. Wakil bendahara 

l. Koordinator Bidang (Korbid) dam Seksi Bidang (Sekbid) sebagai 

pembantu dalam mengurus setiap kegiatan siswa yang berhubungan 

dengan tanggung jawab bidangnya. 

10. Manfaat OSIS  

Manfaat mengikuti kegiatan OSIS menurut Mamat Supriatna (2010: 16): 

a. Meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air 

c. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur 

d. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, berpendidikan politik dan 

kepemimipinan. 

e. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. 

f. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani 

g. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan 

mengembangkan kreasi seni. 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa OSIS memiliki manfaat yang sangat 

penting bagi para peserta didik untuk meningkatkan karakter terpuji diantaranya 

meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan 

keterampilan, meningkatkan pendidikan politik peserta didik, meningkatkan 
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kemandirian, meningkatkan rasa percaya diri, dan lainnya. Peningkatan nilai-nilai 

karakter tersebut akan sangat bermanfaat bagi para peserta didik untuk menempuh 

masa depan agar mereka menjadi warga Negara yang baik dan demokratis. 

11. Hambatan dalam kegiatan Oganisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Hambatan dalam sebuah kegiatan sudah tentu akan terjadi sebagai proses 

pendewasaan dalam berbagai aspek dan akan semakin menambah pengalaman bagi 

yang menjalankannya. Dalam kegiatan OSIS pun hambatan pasti terjadi dalam 

berbagai macam hal. Hambatan dalam kegiatan OSIS adalah sebagai berikut: 

a. Kehadiran OSIS sebagai organisasi di sekolah 

Kedudukan organisasi ini harus murni dari siswa untuk siswa. Sebagai bagian dari 

kehidupan sekolah yang intinya adalah proses belajar mengajar, berhasil tidaknya 

organisasi tersebut dapat diukur dari seberapa jauh OSIS ini dapat menunjang proses 

belajar mengajar dalam pencapaian tujuan pendidikan 

b. Pengelolaan OSIS 

Pengelolaan OSIS ini menyangkut segi kulaitas pengelola/siswa seperti: 1) 

kepemimipinan, seperti kemampuan dan kewibawaan menggerakkan segala sumber 

daya secara optimal, 2) Manajemen, seperti kemampuan menyusun, mengatur, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan megembangkan dengan program kesiswaan, 3) 

pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi, 4) kemampuan memahami makna 

OSIS sebagai organisasi yang memiliki tujuan sebagai kehidupan kelompok memiliki 
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sejumlah program terkoordinasi serta berkelanjutan dalam waktu tertentu, 5) 

hubungan kerjasama, baik antara siswa maupun siswa dengan pembinanya 

c. Pendanaan 

Pendanaan OSIS berasal dari APBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja 

sekolah) namun terkadang dana tersebut dirasa kurang untuk menunjang pelaksanaan 

program OSIS.  Sehingga diperlukan pemecahan secara bersama-sama agar dapat 

dilaksnakan suatu mekanisme pendanaan yang lebih rasional. Pembinaan perlu 

diadakan secara terus menerus, berjenjang dan dilengkapi dengan peragkat informasi 

agar ada persepsi yang sama antara Pembina dengan siswa yang dibina. Setiap 

laporan OSIS harus dievaluasi untuk pembinaan selanjutnya. 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa hambatan dalam sebuah kegiatan pasti 

akan muncul untuk menjadi sebuah peringatan dan pengalaman bagi yang 

menjalankan kegiatan tersebut. OSIS sebagai sebuah organisasi pun tak lepas dari 

berbagai macam hambatan. Hambatan yang sering muncul dalam kegiatan OSIS 

dalah dalam hal pendanaan, manajemen komunikasi antara Pembina dan pengurus 

maupun antar pengurus yang kurang baik, dan lain sebagainya. 

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Skripsi dengan judul Peningkatan Keterampilan kewarganegaraan 

(civic skills) melalui penerapan strategi pembelajaran bersasis 
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masalah (problem based learning). Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2008. Berdasarkan penlitian tersebut diperoleh beberapa 

simpulan sebagai berikut. Melalui penerapan strategi pembelajaran 

berbasis masalah dalam pembelajran kewarganegaraan dapat 

meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. Meningkatnya partisipasi aktif mahasiswadalam 

proses pembelajaran menjadikan proses belajar mengajar dapat 

berlanjut secara efektif. Dan meningkatnya keterampilan 

kewarganegaraan mahasiswa (civic skills) yang dimiliki 

mahasiswa. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah 

diidentifikasi oleh masing-masing kelompok. 

b. Penelitian dengan judul “pelaksanaan praktik belajar 

kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn di SMA Kesatrian 

Semarang”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Anggun 

Wulan Sari yang merupakan mahasiswa Unnes angkatan tahun 

2009. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. SMA kesatrian Semarang mengembangkan 

praktik belajar kewarganegaraan melalui dua cara yaitu, melalui 

kajian kebijakan publik dengan model pembelajaran Praktik 

Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dan Studi 

lapangan dengan model pembelajaran Contextual Teaching 
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Learning. Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan tersebut 

dapat mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, 

keterampilan kewarganegaraan dan Watak Kewarganegaraan. 

Selain itu praktik Praktik Belajar Kewarganegaraan di SMA 

Kesatrian 1 Semarang menjadikan siswa aktif, antusias serta 

membuat pembelajaran bermakna. 

Dari beberapa penelitian tersebut diatas yang membedakan dengan penelitian ini 

adalah bahwa penelitian ini mengamati dan memotret (melihat) semua kegiatan yang 

dilakukan oleh OSIS lalu menganalisis semua kegiatannya yang mencerminkan 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills) sesuai dengan indikator yang telah di 

rumuskan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan komponen yang sangat 

penting untuk dimiliki oleh anggota OSIS sebagai perwujudan warga negara yang 

baik (good citizen). Wadah pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) dapat dilaksanakan di mana saja, baik sekolah formal ataupun non-formal .Di 

sekolah, pembentukan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan akademik ataupun non-akademik. 

Pelaksanaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) tersebut tidak lepas dari 

komponen yang ada di SMA Negeri I Gondang, Sragen. 
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keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di SMA N I Gondang, Sragen tersebut 

tidak terlepas dari isi, metode dan evaluasi. Dalam hal ini, isi keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) di SMA N I Gondang, Sragen yang akan dikaji yakni 

pola penanaman dan ruang lingkup keterampilan kewarganegaraan (civic skill) di 

SMA N I Gondang, Sragen. Selain itu, sebagai bahan evaluasi maka akan dikaji 

kendala yang harus dihadapi demi keberhasilan penanaman keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) di SMA N I Gondang, Sragen. Sasaran pendidikan 

tersebut mengacu pada pengurus OSIS SMA N I Gondang, Sragen. Dimana pengurus 

OSIS lah yang akan dijadikan subjek dalam upaya penanaman keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) di SMA Negeri I Gondang, Sragen. Semakin baik 

sikap, perilaku dan respon siswa terhadap isu yang berkembang, maka semakin tinggi 

tingkat keberhasilan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di SMA N I 

Gondang, Sragen. tersebut begitu pula sebaliknya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah kerangka berfikir yang terkait dengan 

keterampilan kewarganegaraan (civic skill) di SMA N I Gondang, Sragen seperti 

tertera pada bagan 1. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan indikator yang mencerminkan keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) yang tertuang dalam standar isi 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) yang ditanamkan melalui 

kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Gondang meliputi: a) 

menampilkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan 

patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara b) menampilkan sikap yang sesuai dengan ketentuan 

hukum atau peraturan yang berlaku c) menampilkan perilaku 

budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari d) 

menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara e) menampilkan sikap positif 

terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan indikator yang belum disampaikan atau ditanamkan 

melalui kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Gondang meliputi: a) 

menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi 
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di Indonesia b) menampilkan peran serta dalam upaya 

pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia 

c) menampilkan sikap positif terhadap konstitusi/Undang-

Undang Dasar Negara d) menampilkan peran serta dalam 

sistem politik di Indonesia e) menampilkan peran serta budaya 

politik partisipan 

2. Indikator Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) tersebut 

ditanamkan melalui: a) kegiatan upacara bendera yang 

dilaksanakan setiap hari senin dan peringatan hari nasional 

lainnya seperti hari pendidikan nasional dan hari ulang tahun 

kemerdekaan RI  serta lomba-lomba untuk memeriahkan 

peringatan HUT RI b) kegiatan razia HP dan razia atribut 

sekolah c) kegiatan pemilihan ketua OSIS baru dengan asas 

LUBERJURDIL d) kegiatan Diklat yang dilakukan oleh OSIS 

SMA Negeri 1 Gondang e) kegiatan kemah bakti sosial, donor 

darah dan persami (perkemahan sabtu minggu). 

3. Kendala-kendala yang dihadapi OSIS SMA Negeri 1 Gondang 

dalam penanaman keterampilan kewarganegaraan (civic skills), 

meliputi masalah waktu, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan OSIS yang terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan; pendanaan yang dirasa kurang untuk 
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menunjang pelaksanaan kegiatan OSIS  serta sarana dan 

prasarana yang kurang lengkap dan kurang memadai.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Gondang, 

berikut ini saran yang dapat peneliti rekomendasikan: 

1. Kepada pihak sekolah hendaknya memperbaiki sarana dan 

prasarana yang ada dan melengkapi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan, seperti memperluas ruangan OSIS SMA 

Negeri 1 Gondang dan melengkapinya dengan komputer 

dan  printer untuk menunjang kinerja pengurus OSIS.  

2. Kepada pihak Pembina OSIS hendaknya melakukan 

perencanaan yang matang dalam setiap program kerja yang 

dilakukan oleh OSIS dan dimusyawarahkan supaya dapat 

mengkolaborasikan keterampilan kewarganegaraan dalam 

setiap program kerja yang dilakukan oleh OSIS sehingga 

10 indikator keterampilan kewarganegaraan tersebut dapat 

tertanamkan dengan baik. 
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peneliti melakukan wawancara di ruang guru yang tempatnya nyaman. Peneliti 

kemudian menanyakan kembali tentang program kerja rutin/berkala apa saja yang 

dilakukan oleh OSIS, bagaimana perenanaannya, bagaimana tingkat keterlibatan 

siswa, bagaimana responnya, bagaimana evaluasinya, keterlibatan Pembina, 

keterlibatan kepala sekolahnya dan masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan 

teknis pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh OSIS SMA Negeri 1 

Gondang, Sragen. 

Langkah selanjutnya, peneliti mewawancarai kepala sekolah tepatnya pada tanggal 25 

Agustus 2016 pada pukul 08.00 WIB. Juga menanyakan tentang program kerja 

rutin/berkala apa saja yang dilakukan oleh OSIS, bagaimana perenanaannya, 

bagaimana tingkat keterlibatan siswa, bagaimana responnya, bagaimana evaluasinya, 

keterlibatan Pembina, keterlibatan kepala sekolahnya dan masih banyak lagi yang 

lainnya terkait dengan teknis pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh OSIS 

SMA Negeri 1 Gondang, Sragen. 

Langkah selanjutnya, peneliti mewawancarai sekretaris umum OSIS SMA Negeri 1 

Gondang, Sragen pada tanggal 27 Agustus 2016 menanyakan tentang pelaksanaan 

semua program kerja OSIS pakah sudah terlaksana semua atau belum, lalu kendala 

apa saja yang dihadapi dan sebagainya. 

Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan dan mengumpulkan data melalui 

wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti mengolahnya menjadi hasil 

penelitian. Setelah mendapatkan data dari hasil pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi, kemudian peneliti mulai mengolahnya. 

 

 

 

 


